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Abstrak—Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak
pidana anak di Indonesia sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice
dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta
menilai sejauh mana prinsip-prinsip restorative justice diterapkan dalam praktik
penyelesaian perkara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan studi
kasus pada beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana anak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan
penyelesaian perkara anak melalui pendekatan diversi. Temuan penting penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun penerapan restorative justice mampu memberikan
perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak, pelaksanaannya masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya
sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Simpulan dari penelitian ini
adalah bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di
Indonesia berpotensi memperkuat perlindungan hak-hak anak, namun diperlukan upaya
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung, serta
peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih
berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan anak.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Diversi, Perlindungan Anak.

Abstract-This study discusses the implementation of restorative justice in resolving juvenile
criminal cases in Indonesia as an alternative approach in the criminal justice system. The
purpose of this study is to analyze the effectiveness of restorative justice in providing legal
protection for children in conflict with the law, as well as to assess the extent to which
restorative justice principles are applied in the practice of resolving juvenile cases. The
research method used is normative juridical with a statute approach and case study on
several court decisions related to juvenile criminal cases. The research findings indicate that
the implementation of restorative justice in Indonesia is regulated under Law Number 11 of
2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes the resolution of
juvenile cases through a diversion approach. The key findings of this study show that
although the implementation of restorative justice can provide better legal protection for
children, its application still faces various challenges, such as the lack of understanding
among law enforcement officers, inadequate supporting facilities, and low community
participation. The conclusion of this study is that the implementation of restorative justice in
the settlement of juvenile criminal cases in Indonesia has the potential to strengthen the
protection of children's rights. However, efforts are needed to improve the capacity of law
enforcement officers, provide supporting facilities, and increase community awareness to
realize a more equitable justice system that focuses on child recovery.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Criminal Cases, Juvenile Criminal Justice System,
Diversion, Child Protection.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum merupakan
bagian penting dari sistem peradilan
pidana yang berkeadilan dan berorientasi

pada hak asasi manusia. Anak sebagai
pelaku tindak pidana memiliki kondisi
psikologis, sosial, dan perkembangan
moral yang berbeda dari orang dewasa,
sehingga pendekatan yang digunakan
dalam proses hukum terhadap mereka
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harus mempertimbangkan prinsip non-
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi
anak, dan partisipasi aktif dalam proses
hukum. Dalam konteks ini, pendekatan
restorative  justice muncul sebagai
alternatif terhadap sistem peradilan pidana
konvensional yang cenderung represif dan
berorientasi pada penghukuman.

Restorative  justice merupakan
pendekatan yang menitikberatkan pada
pemulihan kerugian akibat tindak pidana
melalui dialog dan musyawarah antara
pelaku, korban, dan  masyarakat.
Tujuannya bukan hanya untuk
menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk
memulihkan hubungan sosial, mendorong
tanggung jawab pelaku, dan menghindari
stigma terhadap anak pelaku tindak
pidana (Pemerintah Republik Indonesia
2012). Pendekatan ini telah diterapkan
secara luas di berbagai negara seperti
Kanada, Australia, dan Selandia Baru,
dengan hasil yang signifikan dalam
menekan angka residivisme,
meningkatkan kesejahteraan anak, dan
memperkuat rasa keadilan substantif
(Nugroho 2020).

Di Indonesia, penerapan restorative
justice mulai mendapatkan legitimasi
hukum melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, yang mengatur mekanisme
diversi sebagai bentuk penyelesaian
perkara anak di luar proses peradilan
formal. Diversi bertujuan untuk
menghindari dampak negatif dari proses
litigasi terhadap perkembangan psikologis
anak dan mendorong penyelesaian yang
lebih humanis melalui musyawarah antara
pelaku, korban, dan pihak terkait (Rahayu
2019). Pedoman pelaksanaan diversi dan
restorative justice juga telah diterbitkan
oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) sebagai upaya memperkuat

implementasi di tingkat daerah (Johnstone
and Ness 2019).

Namun, implementasi restorative
justice di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan. Studi oleh (Siregar
2020) dan (Rahayu 2019) menunjukkan
bahwa pelaksanaan diversi belum
konsisten di berbagai wilayah, aparat
penegak hukum belum sepenuhnya
memahami  prinsip-prinsip  restorative
justice, dan sarana pendukung seperti
fasilitator, ruang mediasi, serta
keterlibatan masyarakat masih terbatas
(Prasetya 2021), (Indonesia 2022).
Laporan tahunan dari Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan
bahwa masih banyak kasus anak yang
diselesaikan melalui proses litigasi formal,
meskipun secara hukum sudah memenuhi
syarat untuk diversi (Hidayat 2021). Selain
itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan KPPPA menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme restorative justice masih
rendah, sehingga partisipasi publik dalam
proses pemulihan belum optimal (Hidayat
2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya
telah membahas restorative justice dari

sisi normatif dan perbandingan
internasional. (Nugroho 2020) menyoroti
bahwa diversi sebagai bentuk

implementasi restorative justice dapat
mencegah  kriminalisasi anak dan
memperkuat perlindungan hukum (Lestari
2021) menekankan bahwa pendekatan ini
mampu mengurangi dampak psikologis
dan sosial terhadap anak pelaku tindak
pidana serta mendorong penyelesaian
yang lebih adil dan partisipatif (Prasetya
2021) menambahkan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam  proses  diversi
merupakan elemen penting dalam
menciptakan pemulihan yang
berkelanjutan  (Hidayat 2021) juga
menegaskan bahwa restorative justice
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dapat menjadi instrumen strategis dalam
reformasi sistem peradilan pidana anak di
Indonesia. Meskipun telah banyak kajian
yang membahas aspek normatif dan
potensi  restorative justice, terdapat
kesenjangan dalam literatur terkait
efektivitas implementasi pendekatan ini di
Indonesia. Sebagian besar penelitian
masih berfokus pada regulasi dan belum
banyak yang mengeksplorasi dinamika
pelaksanaan diversi di lapangan,
keterlibatan masyarakat, serta hambatan
struktural yang dihadapi aparat penegak
hukum. Belum tersedia pula model

evaluasi yang dapat mengukur
keberhasilan pendekatan ini dalam
melindungi hak anak secara

berkelanjutan. Selain itu, belum ada kajian
yang secara sistematis menghubungkan
antara prinsip restorative justice dan
perlindungan hukum anak dalam konteks
hukum positif Indonesia(Keuangan 2023).

Penelitian ini  bertujuan  untuk
mengisi kesenjangan tersebut dengan
Menganalisis efektivitas penerapan
restorative justice melalui mekanisme
diversi dalam melindungi hak anak yang
berkonflik dengan hukum, Mengidentifikasi
tantangan implementasi di tingkat praktik,
termasuk pemahaman aparat penegak
hukum, keterlibatan masyarakat, dan
ketersediaan sarana pendukung,
Merumuskan rekomendasi strategis untuk
memperkuat sistem restorative justice di
Indonesia agar lebih berkeadilan,
partisipatif, = dan  berorientasi  pada
pemulihan. Dengan pendekatan vyuridis
normatif dan studi empiris, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi
nyata dalam pengembangan sistem
peradilan pidana anak vyang lebih
humanis, responsif, dan berkelanjutan,
serta memperkuat perlindungan hukum
bagi anak sebagai subjek hukum yang
rentan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif yang dikombinasikan
dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach) dan studi
kasus (case study). Metode yuridis
normatif digunakan untuk menganalisis
norma hukum yang mengatur penerapan
restorative justice dalam sistem peradilan
pidana anak, khususnya melalui
mekanisme diversi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak [5], serta pedoman pelaksanaannya
yang diterbitkan oleh Kementerian PPPA
(Keuangan 2023).

Pendekatan ini dipilih karena mampu
mengkaji secara sistematis bagaimana
hukum tertulis mengatur hak-hak anak dan
kewajiban aparat penegak hukum dalam
menerapkan prinsip restorative justice.
Selain itu, studi kasus digunakan untuk
menggali data empiris dari praktik diversi
di lapangan, sehingga dapat memperkuat
analisis normatif dengan realitas hukum
yang terjadi dalam penanganan perkara
anak (Hidayat 2021).

21. Pengumpulan Data Primer dan

Sekunder

a. Data Primer
Diperoleh melalui wawancara
terstruktur dengan aparat penegak
hukum  (penyidik, jaksa, hakim),
lembaga perlindungan anak, dan tokoh
masyarakat yang terlibat dalam proses
diversi. Wawancara dilakukan untuk
memahami persepsi, hambatan, dan
praktik penerapan restorative justice di
berbagai wilayah (Hidayat 2021).

b. Data Sekunder
Diperoleh melalui studi literatur dari
jurnal ilmiah, laporan tahunan KPAI dan
OJK, dokumen hukum, serta putusan
pengadilan yang relevan (Siregar
2020).
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2.2. Analisis Peraturan Perundang-
undangan
Penelaahan dilakukan terhadap

ketentuan hukum yang mengatur tentang
diversi dan restorative justice, termasuk
UU No. 11 Tahun 2012, pedoman teknis
dari Kementerian PPPA, serta regulasi
pendukung lainnya. Analisis ini bertujuan
untuk mengidentifikasi kesesuaian antara
norma hukum dan prinsip pemulihan yang
diusung oleh pendekatan restorative
justice (Siregar 2020).

2.3. Studi Kasus

Studi kasus dilakukan terhadap
beberapa putusan pengadilan yang
menerapkan mekanisme diversi dalam
perkara tindak pidana anak. Analisis
difokuskan pada proses musyawarah,
keterlibatan korban dan masyarakat, serta
hasil akhir dari penyelesaian perkara.

2.4. Validasi Data

Triangulasi dilakukan dengan
membandingkan hasil wawancara, analisis
dokumen hukum, dan studi kasus untuk
memastikan keabsahan dan konsistensi
data. Teknik ini digunakan untuk
memperkuat temuan dan menghindari
bias interpretatif.

2.5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis
secara kualitatif dengan metode deskriptif-
analitis, yaitu dengan mendeskripsikan
dan menginterpretasikan ketentuan hukum
yang berlaku, kemudian
membandingkannya dengan data empiris
dari praktik diversi. Analisis ini bertujuan
untuk mengevaluasi efektivitas penerapan
restorative justice dalam perlindungan
hukum bagi anak yang berkonflik dengan
hukum (Nugroho 2020)
Bahan -bahan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi:

a. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang
relevan.

b. Laporan tahunan dari KPAI dan OJK
terkait pelaksanaan diversi.

c. Dokumen hukum seperti UU No. 11
Tahun 2012 dan pedoman teknis dari
Kementerian PPPA.

d. Putusan pengadilan yang
mencerminkan praktik restorative
justice

e. Transkrip wawancara dengan praktisi

hukum dan tokoh masyarakat

Seluruh prosedur penelitian dirancang
agar dapat direplikasi oleh peneliti lain
dengan hasil yang konsisten, sehingga
memastikan validitas dan reliabilitas
penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah
terhadap penguatan sistem peradilan
pidana anak di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari 10 kasus yang diteliti, sebanyak 7
kasus berhasil diselesaikan melalui
mekanisme diversi dengan melibatkan
korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait.
Tabel 1 menunjukkan tingkat keberhasilan

No Lokasi Jenis Tindak Diversi Diversi
Kasus Pidana Berhasil Gagal

1 Jakarta Pencurian v

2  Surabaya Penganiayaan v

3  Bandung Perusakan v

4 Medan Pencurian v

5 Yogyakarta Penganiayaan v

diversi dalam beberapa kasus yang diteliti:

Tabel 1. Tingkat Keberhasilan diversi
dalam beberapa kasus

Hasil ini menunjukkan bahwa diversi
berhasil diterapkan pada sebagian besar

kasus, terutama pada tindak pidana
ringan. Faktor keberhasilan diversi
dipengaruhi oleh adanya dukungan
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keluarga, komunikasi yang efektif antara
pelaku dan korban, serta keterlibatan
lembaga perlindungan anak. Sebaliknya,
diversi yang gagal umumnya disebabkan
oleh ketidaksepakatan antara korban dan
pelaku atau kurangnya pemahaman
aparat penegak hukum mengenai prinsip
restorative justice.

Analisis  menunjukkan  bahwa
pelaksanaan diversi dalam kasus tindak
pidana anak memberikan manfaat yang
signifikan, seperti mencegah anak dari
dampak negatif sistem peradilan pidana
formal dan memperkuat pemulihan
hubungan sosial antara pelaku dan
korban. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Siregar 2020), yang

menyatakan bahwa pendekatan
restorative justice mampu menekan angka
residivisme dan memperbaiki

kesejahteraan anak.

Namun, penelitian  ini  juga
menemukan beberapa tantangan dalam
implementasi  restorative  justice  di
Indonesia. Tantangan tersebut meliputi:
Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak
Hukum: Banyak aparat penegak hukum
yang belum sepenuhnya memahami
konsep dan prinsip restorative justice,
sehingga penerapannya sering kali tidak
konsisten. Minimnya Sarana Pendukung:
Keterbatasan fasilitas mediasi dan
pendampingan psikososial bagi anak
menjadi kendala dalam pelaksanaan
diversi. Rendahnya Partisipasi
Masyarakat:  Keterlibatan = masyarakat
dalam proses diversi masih rendah,
sehingga pemulihan hubungan sosial
belum optimal. Hambatan Struktural:
Prosedur administratif yang kompleks
sering kali memperlambat  proses
penyelesaian perkara melalui diversi.

Perbandingan dengan studi sebelumnya
menunjukkan  bahwa  penelitian  ini
memberikan  kontribusi baru dengan

menyoroti pentingnya keterlibatan
masyarakat dan dukungan psikososial
dalam meningkatkan efektivitas restorative
justice. Studi oleh (Siregar 2020) lebih
menekankan pada aspek normatif,
sedangkan penelitian ini memberikan
pendekatan empiris yang lebih mendalam.

Dengan demikian, penerapan
restorative justice dalam penyelesaian
tindak pidana anak di Indonesia memiliki
potensi  besar dalam  memperkuat
perlindungan hukum bagi anak. Namun,
diperlukan peningkatan kapasitas aparat
penegak hukum, penyediaan sarana
pendukung yang memadai, dan sosialisasi
kepada masyarakat untuk mendukung
keberhasilan implementasi restorative
justice secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa penerapan restorative
justice dalam penyelesaian tindak pidana
anak di Indonesia terbukti efektif dalam
memberikan perlindungan hukum bagi
anak yang berkonflk dengan hukum,
terutama melalui mekanisme diversi.
Diversi berhasil diterapkan pada sebagian
besar kasus tindak pidana ringan dengan
melibatkan korban, pelaku, dan
masyarakat, sehingga mampu
meminimalisir dampak negatif sistem
peradilan pidana formal terhadap anak.
Keberhasilan penerapan restorative justice
dipengaruhi oleh dukungan keluarga,
komunikasi yang efektif, dan keterlibatan
lembaga perlindungan anak.

Namun, implementasi restorative
justice masih menghadapi tantangan
signifikan, seperti kurangnya pemahaman
aparat penegak hukum, minimnya sarana
pendukung, rendahnya partisipasi
masyarakat, dan hambatan struktural.
Penelitian ini memberikan kontribusi baru
dalam menyoroti pentingnya keterlibatan
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masyarakat dan dukungan psikososial
dalam memperkuat efektivitas restorative
justice. Oleh karena itu, disarankan
adanya peningkatan kapasitas aparat
penegak hukum, penyediaan sarana
pendukung yang memadai, serta
sosialisasi kepada masyarakat untuk
mendukung  implementasi  restorative
justice yang lebih berkeadilan dan
berorientasi pada pemulihan anak.
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